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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(“UUPK”) telah diberlakukan sejak tahun 2000. Tujuan dibentuknya UUPK ini
adalah untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif serta menyesuaikan diri
dengan perkembangan dunia usaha itu sendiri. Selain itu, UUPK dibentuk sebagai
upaya untuk melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang pelaku usaha
yang justru karena pesatnya perkembangan dunia usaha menyebabkan pelaku usaha
melakukan segala tindakan yang dianggap dapat meningkatkan keuntungan yang
sebesar-besarnya. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, Bukan hanya
masyarakat yang merupakan konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun
pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, dimana

masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.!

Sebagaimana yang ada saat ini, ekonomi berbasis digital merupakan suatu
terobosan baru dalam dunia usaha, dimana hubungan antara konsumen dan pelaku
usaha bergerak dari konvensional menjadi ke arah yang berbasis digital. Semakin
banyak platform- platform yang tersedia di masyarakat yang memudahkan konsumen
dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli. Pada satu sisi, perkembangan
digital ekonomi memberikan dampak yang signifikan bagi dunia usaha namun disisi
yang lain aspek perlindungan hukum bagi konsumen menjadi minim karena banyak

ditemukan masalah- masalah dari kegiatan ekonomi yang berbasis digital.

! Celina Tri Swi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika,2008 him.1



Konsumen dalam UUPK diartikan sebagai setiap orang pemakai barang
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.?
Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang
sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum
antara konsumen dengan produsen.® Dalam penjelasan pasal 1(2) UUPK, dinyatakan
bahwa dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara.
Konsumen Akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan
konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian
dari suatu proses produksi suatu produk lainnya. Yang dimaksud konsumen dalam
UUPK adalah konsumen akhir, sedangkan konsumen antara masuk dalam kategori
pelaku usaha. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam rumusan
pengertian ini, kalimat “segala upaya menjamin kepastian hukum”, merupakan
benteng peniadaan kesewenang-wenangan yang merugikan pelaku usaha untuk
melindungi kepentingan konsumen dalam suatu transaksi. Produk barang dan jasa
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin
canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya
tanggap konsumen.* Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku

usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa

memperhatikan hak-hak konsumen.

Posisi penting pelaku usaha dalam aspek perekonomian nasional, sering kali

dimanfaatkan menjadi sesuatu hal yang bersifat negatif dimana sering terjadi

? pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2013, him. 1

* Celina Tri Swi Kristiyanti, op.cit, him.4



penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha itu sendiri untuk bertindak sewenang-
wenang yang bertedensi meniadakan atau tidak memenuhi hak- hak konsumen
sebagaimana mestinya. Dalam UUPK sudah memberikan suatu arahan yang jelas
bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, namun praktik yang
terjadi dilapangan sering kali kita temukan bahwa masih banyak pihak- pihak yang
tidak mengerti hal tersebut terlebih lagi sebenarnya mengetahui hak dan kewajibannya

namun tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, sering
kita kenal dengan kata kesepakatan. Adapun kesepakatan yang terjadi adalah
kesepakatan mengenai harga antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana diatas
dianggap sebagai suatu perjanjian atau kontrak yang tertulis maupun tidak tertulis.
Dalam ranah keperdataan, suatu kontrak harus dilaksanakan dengan itikad yang baik
sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Unsur itikad baik dalam bahasa
Inggris disebut “ good faith” yang termasuk sebagai unsur terpenting dalam sebuah
perjanjian yang dalam konteks ini dimaksudkan sebagai dasar dari hubungan yang
baik antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks
hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus didasarkan pada niat yang baik
guna menjami, melindungi serta terlaksananya hak dan kewajiban yang sudah

sebagaimana ditentukan dalam UUPK itu sendiri.

Hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia didasarkan atas
beberapa prinsip, diantaranya adalah prinsip keseimbangan dan keadilan. Prinsip
keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.’

Dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen pada intinya adalah untuk

> Penjelasan pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



menciptakan keseimbangan ini. Selain faktor lemahnya kesadaran konsumen untuk
menuntut haknya serta rendahnya pengetahuan konsumen akan kualitas barang atau
produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, prinsip keseimbangan ini juga diterapkan
untuk menumbuhkan sikap jujur dan tanggungjawab pelaku usaha terhadap

konsumen.

Dari perilaku pelaku usaha saat ini, dapat kita lihat bahwa pelaku usaha
berorientasi pada konsep pemikiran dimana sebuah usaha dapat mencapai keuntungan
yang maksimal dengan modal yang minimal. Dengan prisip tersebut, sering kali
menimbulkan gesekan- gesekan masalah antara pelaku usaha dan konsumen
khususnya dalam aspek kualitas barang/ jasa ataupun aspek harga itu sendiri. Prinsip
keadilan yang sebagaimana ada dalam UUPK, dimaksudkan agar partisipasi seluruh
rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajibannya tersebut. Hal ini dapat terlaksana dengan baik bila partisipasi yang
maksimal pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan hak dan kewajibannya

masing-masing

Dalam konteks harga barang atau jasa suatu barang, menurut UU Nomor 5
Tahun 1999 memberikan defisini dimana “Harga pasar adalah harga yang dibayar
dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar
bersangkutan”. Dalam sebuah aspek hukum jual beli, unsur harga merupakan hal
yang sangat penting dan terlebih juga dapat menjadi hal yang sangat sensitif.
Walaupun dalam definisi di atas, harga adalah kesepakatan namun dalam praktek
harga itu sendiri cenderung sudah ditentukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Namun

sering kali terjadi, ketidakpahaman konsumen atas harga- harga yang sudah



ditentukan oleh pelaku usaha itu sendiri karena kurangnya infromasi yang jelas atas

sebuah barang dan/ atau jasa yang ditawarkan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap pelaku usaha tentu memiliki
tujuan untuk menjadi lebih unggul dari pelaku usaha pesaingnya di suatu pasar
bersangkutan. Dengan menjadi lebih unggul (market leader) dari pelaku usaha lainnya
di pasar bersangkutan tentu akan memberikan keuntungan yang lebih maksimal bagi
pelaku usaha tersebut terutama dalam hal menarik konsumen. Dalam rangka
mencapai suatu posisi dominan, penguasaan market power oleh pelaku usaha sangat
penting. Market Power yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kekuatan
pasar merupakan kemampuan dari pelaku untuk memperoleh laba sebesar-besarnya,
dalam hal ini pelaku usaha mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga tanpa
dapat dipengaruhi oleh pelaku usaha pesaingnya.® Dalam kata lain market power
merupakan kemampuan pelaku usaha dalam mempengaruhi pasar. Pengukuran
terhadap market power sangat penting dalam menentukan posisi dominan yang

dimiliki pelaku usaha.

Dalam hukum persaingan usaha menjadi lebih unggul (market leader) tidaklah
dilarang, pelaku usaha tentu akan terpacu untuk melakukan inovasi dan efisiensi
dalam hal menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif agar
dapat memperoleh posisi yang lebih unggul (market leader) dari pelaku usaha lainnya
dalam suatu pasar bersangkutan. Persaingan inilah yang mendorong pelaku usaha
menjadi pelaku usaha yang dominan. Namun dengan memiliki posisi dominan, pelaku
usaha berpotensi untuk melakukan tindakan anti persaingan dalam bentuk

penyalahgunaan posisi dominan (abuse of dominant position), hal ini disebabkan

® Karl E. Case and Ray. C Fair, Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan lJilid 1, (terjemahan Y.Andri Zaimur),
Jakarta: Erlangga, 2007, him. 317



dengan posisi dominan yang dimilikinya pelaku usaha tersebut dapat dengan mudah
melakukan tindakan yang mempengaruhi dinamika pasar (penawaran dan permintaan)
secara luas tanpa terpengaruh dengan pelaku usaha lainnya. Tindakan inilah yang
pada akhirnya berpotensi mengancam keberlangsungan persaingan usaha yang sehat

dan efektif di suatu pasar bersangkutan.

Dalam dunia persaingan saat ini perjanjian kerja sama antar pelaku usaha
merupakan suatu unsur esensi penting dalam rangka pengembangan bisnis usaha serta
memperoleh keuntungan/ laba yang maksimal. Di era globalisasi ini, bisnis usaha
yang berbasis aplikasi sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik
dalam bidang usaha tranportasi, makanan, perdagangan dan masih banyak lagi. Salah
satu perusahaan yang saat ini sedang berkembang menjadi suatu bidang usaha yang
besar adalah Go-Jek. Gojek saat ini dikenal sebagai suatu perusahaan yang bergerak
dalam platform aplikasi yang hadir sebagai suatu inovasi dalam berbagai jenis bidang
usaha. Salah satu usaha yang paling disoroti pada awal terbentuknya Go-Jek adalah
sebuah layanan transportasi online kendaraan roda dua yang kita kenal saat ini dengan
sebutan Go- Ride. Kehadiran bisnis transportasi berbasis aplikasi ini menjadi sebuah
inovasi yang cukup fantastis bagi masyarakat di Indonesia, yang dimana hampir
sebagian besar digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memudahkan setiap
konsumen untuk mendapatkan pelayanan transportasi tanpa mencari- cari transportasi
yang tersedia secara manual. Sejak berkembangnya bisnis transportasi berbasis

aplikasi ini, Go-Jek memperluas segmentasi bidang usaha seperti:

a. Go-Food, yang bergerak dalam bidang usaha makanan dan minuman

b. Go- pulsa yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa layanan
pengisian ulang pulsa

c. Go-Send yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa pengangkutan

barang



d. Go-Clean yang bergerak dalam bidang usaha jasa cleaning service
e. Go- Auto yang bergerak dalam bidang usaha jasa perawatan dan perbaikan
kendaraan bermotor

f. Dan masih banyak lagi bidang- bidang usaha lain

Menurut data digital yang ditemukan, menurut Nadiem Makarim selaku CEO PT Go-
Jek sampai tahun 2018 jumlah pengguna aplikasi Go-Jek di Indonesia saat ini
menyentuh di angka 20 juta pengguna.” Adapun total nilai transaksi yang diteliti oleh
Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Bisni Universitas Indonesia setiap tahun bisa
mencapai angka 9,9 Triliun Rupiah, adapun dari sektor aplikasi go-food memberikan

kontribusi sebesar 1,7 Triliun Rupiah.®

Perkembangan segmentasi bisnis usaha yang dijalankan oleh Go-Jek sebagai
perusahaan yang menyediakan berbagai jasa yang berbasis aplikasi ini di dukung juga
dengan pelaku- pelaku usaha yang lain yang membangun hubungan kerja sama
dengan Go-Jek itu sendiri. Sebagai contoh layanan Go-food adalah suatu layanan jasa
pembelian makanan berbasis aplikasi yang dimana Go-Jek memiliki hubungan kerja
sama dengan merchant- merchant yang terkait di bidang usaha makanan dan
minuman. Menurut informasi dari Chief Commercial Expansion Go-Jek Catherine
Hindra Sutjahyo mengatakan bahwa peningkatan jumlah mitra merupakan komitmen
Go-Jek dalam memajukan UMKM. "Naik sekitar 50% jadi sekitar 300 ribu selama

2018.°

7 Desy Setyowati, Nadiem  Makarim  Klaim  Go-Jek Punya 20 Juta  Pengguna,

https://katadata.co.id/berita/2018/04/26/nadiem-makarim-klaim-go-jek-punya-20-juta-pengguna,  di  unduh
tanggal 26 April 2018, diakses tanggal 7 Februari 2018

8 Markus Sumartomdjo, Nilai transaksi Go-Jek nyaris Rp 10 triliun  per  tahun,
https://industri.kontan.co.id/news/nilai-transaksi-go-jek-nyaris-rp-10-triliun-per-tahun, di unduh tanggal 22
Maret 2018, diakses tanggal 7 Februari 2018

° Lita Febriani, PT Go-Jek Indonesia sebut mitra Go-Food bertambah 80% selama 2018,
https://industri.kontan.co.id/news/pt-go-jek-indonesia-sebut-mitra-go-food-bertambah-80-selama-2018, di
unduh tanggal 22 Maret 2018, diakses tanggal 7 Februari 2018



https://katadata.co.id/berita/2018/04/26/nadiem-makarim-klaim-go-jek-punya-20-juta-pengguna
https://industri.kontan.co.id/news/pt-go-jek-indonesia-sebut-mitra-go-food-bertambah-80-selama-2018

Namun sejalan dengan perkembangan bisnis ini, penulis menemukan sebuah
persoalan dimana adanya selisih harga dari daftar makanan yang ditawarkan oleh
aplikasi Go-food dengan harga sebenarnya yang tercantum di tempat merchant yang
terkait. Sebagaimana disampaikan dalam website resmi Go-Jek, adanya
ketidaksesuaian harga menu pada restoran dengan harga yang tertera dalam Go-Food
mengakibatkan ribuan pelanggan melakukan komplain perihal ketidaksesuaian harga
menu tersebut dan memilih untuk tidak melakukan pesanan lagi.'® Penjelasan yang

diberikan Go-Jek atas ketidaksesuaian harga ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:*!

a. Menu tidak tersedia sehingga pelanggan harus mengganti pesanannya
b. Harga yang tertera pada GO-FOOD belum termasuk harga akhir setelah pajak
(PPN) dan service charge

c. Perubahan harga pada menu yang tidak di update pada GO-FOOD

Adapun setelah penulis melakukan penelusuran lebih jauh, ditemukan adanya
perjanjian bagi hasil antara Go-Jek dengan Merchant / mitra go-food yang
mengakibatkan terjadinya selisih harga yang dimaksud. Adapun penulis sebagai
pengguna aplikasi go-food, melakukan penelitian data perbedaan harga di merchant-
merchant yang terdekat dengan domisili penulis, yang dimana ditemukan sampel

sebagai berikut:

Menu Pricelist di tempat | Pricelist di Go-Food Persentase
Kenaikan
Kebab Rp. 15.000,- Rp. 23.000,- +53%

1% cara Mudah untuk Hindari Ketidaksesuaian Harga di GO-FOOD, https://www.go-jek.com/blog/harga-di-go-
food/, di unduh tanggal 26 September 2018, diakses tanggal 7 Februari 2018

" pid


https://www.go-jek.com/blog/harga-di-go-food/
https://www.go-jek.com/blog/harga-di-go-food/

Martabak Rp. 22.000,- Rp. 33.000,- + 50 %
Pisang Keju Rp. 15.000,- Rp. 20.000 +33%
Nasi Padang Rp. 15.000,- Rp. 18.000,- +20 %
Sate Baba Rp. 20.000,- Rp. 33.000,- +50 %
Mie Aceh Rp. 15.000,- Rp.20.000,- +33%
Dimsum Rp 29.000,- Rp 39.501,- +34 %
Soto Rp.30.000,- Rp. 35.000,- +16 %
Kopi Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- + 20 %

Sumber: diolah oleh penulis

Dari data- data yang disebutkan di atas, ditemukan ada kenaikan harga yang cukup
signifikan dengan nilai persentase yang berbeda- beda walaupun dengan aplikasi yang
sama yaitu go-food. Hal ini menunjukkan dimana konsumen tidak diberikan informasi
yang jelas terkait alasan adanya perbedaan harga tersebut dan tidak ada rincian yang
pasti atas faktor- faktor ataupun nilai yang mengakibatkan perbedaan tersebut.
Mengacu kepada aturan/ dasar hukum terkait, Undang- Undang Perlindungan

Konsumen memiliki tujuan untuk: ‘2

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukumdan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi;

b. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam

berusaha

2 pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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Bahwa kepastian hukum serta tranparansi merupakan tujuan yang dinilai penting
dalam usaha untuk melindungi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha. Namun
atas penjelasan dan data yang telah dipaparkan, penulis yang juga sebagai konsumen
dalam hal ini belum mendapatkan hal terkait kepastian maupun transparansi atas
pemanfaatan aplikasi go-food khususnya dalam hal perbedaan harga yang dimaksud,
sehingga di rasa perlu adanya sebuah perlindungan yang lebih guna mendorong

kondisi iklim usaha ke arah yang lebih sehat.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka penulis mengangkat
penulisan hukum mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Go-
Food ditinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen”

Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang sudah Penulis paparkan di atas, rumusah permasalahan yang
akan penulis teliti lebih lanjut untuk dijadikan fokus pembahasan dalam penulisan ini
terdiri dari 2 pertanyaan, antara lain:
1. Bagaimana pengaturan mengenai transaksi perdagangan melalui aplikasi Go-
Food di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi Go-Food
di tinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen?
Tujuan Penulisan
Adapun dari penelitian yang penulis lakukan berangkat dari permasalahan di
atas, tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian melalui penulisan ini terdiri

dari 2 (dua) poin, yang antara lain:



1. Untuk menganalisis aturan mengenai transaksi perdagangan melalui aplikasi
Go-Food di Indonesia

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi Go-Food
di tinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

1.4  Manfaat Penulisan

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran berupa analisis aturan mengenai transaksi
perdagangan melalui aplikasi Go-Food di Indonesia

2. Memberikan analisis dan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap
pengguna aplikasi Go-Food di tinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen

1.5  Sistematika Penulisan
BAB | Pendahuluan
Bab pendahuluan ini akan di urai tentang latar belakang, yakni memuat

alasan atau faktor dorongan yang menjadi pentingnya dilakukan suatu
penelitian berdasarkan atas permasalahan yang ada pada perumusan masalah,
meliputi pertanyaan yang terfokus dan terspesifikasi terhadap masalah yang
akan diteliti serta merupakan dasar pemiihan judul penelitian hukum. Adapun
tujuan dari penelitian, memuat pertanyaan singkat tentang apa yang hendak
dicapai dalam penelitian hukum ini. Manfaat penelitian, merupkan uraian
mengenai kegunaan secara praktis dan teoritis. Metode penelitian, yang
menguraikan tentang metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian,
lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan. Teknik pengumpulan

data dan teknik menganalisa data penelitian, serta sistematika pembahasan.



BAB Il Tinjauan Pustaka

Bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian teori yang
berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis vyaitu
menyangkut tinjauan tentang tujuan perlindungan konsumen, hak dan
kewajiban konsumen serta pelaku usaha dan perlindungan hukum untuk
pengguna aplikasi go-food sebagai konsumen.
BAB 111 Metode Penelitian

Bab ini penulis akan memaparkan analisis terhadap data yang
dikumpulkan dan diolah atas dasar data kepustakaan yang terbatas sifatnya.
Untuk memperoleh hasil penulisan yang mumpuni, maka penggunaan jenis
penelitian dan metode menjadi penting
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan di uraikan tentang pembahasan dari semua
rumusan masalah yang diangkat yaitu perlindungan hukum terhadap pengguna
aplikasi Go-Food di tinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen . Selain itu dikemukakan juga beberapa hal hasil
analisa yang relevan dengan maksud penelitian.
BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan kesimpulan penulis dari hasil penelitian hukum,
dan juga berisikan pembahasan bab-bab sebelumnya secara ringkas, dan juga
berisi saran penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian

hukum ini dan diharapkan juga bermanfaat bagi semua orang





